


D. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

7.

Keuangan Negara.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara.

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung
Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di
lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor
111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor
181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian
Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selaku Pengguna
Barang kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna Barang di
lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2015 tentang
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Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Struktural dan Kuasa
Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Dalam Rangka Pengelolaan
Barang Milik Negara.

Berdasarkan hasil Laporan Keuangan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran
2018 Audited.

E. Isi Edaran

1.

Para Kuasa Pengguna Barang melakukan penatausahaan terhadap
barang persediaan (ATK/Komputer Supplies) konsumsi dengan
disertai Berita Acara Stock Opname per semester.

Para Kuasa Pengguna Barang melakukan penatausahaan terhadap
barang persediaan yang akan diserahkan kepada
masyarakat/Pemerintah Daerah melalui proses pemindahtanganan
Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Para Kuasa Pengguna Barang melakukan inventarisasi terhadap
aset tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

Para Kuasa Pengguna Barang melakukan proses
pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan terhadap aset
lain-lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diharuskan melakukan
pembinaan, pengawasan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan
Surat Edaran ini.

Data aset audited 2018 dan data usulan hibah Tahun Anggaran
2018 sebagaimana terlampir dalam surat ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran ini. Terhadap data
usulan hibah tahun anggaran 2018 agar dilakukan rekonsiliasi data

dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
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